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PENOLAKAN PELAKSANAAN

(PENOLAKAN EKSEKUATUR)

“TO REFUSE (REFUSAL)”



ALUR PELAKSANAAN
PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL

DI INDONESIA

Pendaftaran ke PN Jakpus

Permohonan Eksekuatur ke PN Jakpus

“Eksekusi Riil”

Proses di atas diperlukan jika tidak ada pelaksanaan secara sukarela 
oleh pihak yang kalah di arbitrase

Upaya hukum ke MA

Non Eksekuatur Eksekuatur



EKSEKUATUR DAN NON-EKSEKUATUR

Permohonan eksekuatur dikabulkan => Ketua PN 
Jakarta Pusat menulis eksekuatur tersebut pada 
lembar asli dan salinan autentik Putusan Arbitrase

VS

Permohonan eksekuatur ditolak => Ketua PN 
Jakarta Pusat membuat suatu putusan yang 
menyatakan bahwa Putusan Arbitrase tersebut 
sebagai non-eksekuatur.



PUTUSAN NON-EKSEKUATUR
Putusan No. 05/PDT.ARB.INT/2009/PN.JKT.PST

Oleh Ketua PN Jakpus

Permohonan Eksekuatur

Putusan Arbitrase terkait



PUTUSAN NON-EKSEKUATUR

Isi dari Putusan Arbitrase terkait



PUTUSAN NON-EKSEKUATUR

Tahap 1: Pendaftaran

Tahap 2: Permohonan Eksekuatur

Keterangan diplomatik (syarat 
dokumen)



PUTUSAN NON-EKSEKUATUR

Alasan Non-Eksekuatur



PUTUSAN NON-EKSEKUATUR
Upaya Hukum ke MA atas Non-Eksekuatur

Putusan 877 K/Pdt.Sus/2012:

Alasan Non-Eksekuatur



PUTUSAN NON-EKSEKUATUR

Putusan 877 K/Pdt.Sus/2012:

=====
Putusan 26 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016: menolak permohonan 
PK



EKSEKUSI RIIL

Jika pihak yang kalah di arbitrase internasional tidak mau 
menjalankan putusan arbitrase secara sukarela, maka 
setelah eksekuatur diperoleh (dikabulkan),  dapat 
dilakukan upaya eksekusi layaknya putusan perdata 
pengadilan yang telah BHT.

Pelaksanaannya dapat dil impahkan oleh Ketua PN 
Jakarta Pusat kepada Ketua PN yang secara relatif 
berwenang melaksanakannya.

Sita eksekusi dapat dilakukan atas harta kekayaan serta 
barang milik termohon eksekusi.

Tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan mengikuti 
tata cara sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara 
Perdata.



PENOLAKAN PELAKSANAAN

(PENOLAKAN EKSEKUATUR)

“TO REFUSE (REFUSAL)”

VS

PEMBATALAN

“TO ANNUL (ANNULMENT)”



PEMBATALAN

“TO ANNUL (ANNULMENT)”

Apakah suatu putusan arbitrase internasional 

dapat dibatalkan oleh pengadilan?

Jika ya, apakah pengadilan di Indonesia dapat 

membatalkan suatu putusan arbitrase 

internasional?



Penolakan Pelaksanaan
P.A. Internasional

Pembatalan
P.A. Internasional

Dilakukan di tempat putusan 
te rs e b u t  a ka n  d i m o h o n ka n 
pelaksanaannya (Putusan SIAC 
y a n g  a ka n  d i l a k s a n a k a n  d i 
Indonesia => PN Jakarta Pusat)

Dilakukan di tempat (negara) di 
m a n a  p u t u s a n  t e r s e b u t 
di jatuhkan (Putusan SIAC => 
Pengadilan Singapura)

Dapat dilakukan oleh PN Jakarta 
Pusat

Tidak dapat dilakukan oleh PN 
J a k a r t a  P u s a t  ( e . g .  K a s u s 
Pertamina vs Karaha Bodas

Tidak berarti putusan arbitrase 
dianggap tidak ada (batal) (= 
putusan arbitrase hanya sebatas 
t idak  dapat  d i laksanakan d i 
y u r i s d i ks i  p e n ga d i l a n  ya n g 
menolak)

Putusan arbitrase dibatalkan dan 
“seolah-olah” tidak pernah dibuat



Convention on the Recognition and Enforcement of 

Foreign Arbitral Awards

(New York Convention 1958)

Diratifikasi dengan Keppres No. 34/1981



New York Convention 1958 Article V.1.(e) dan V.2

Pembatalan

Penolakan
Pelaksanaan



PERTAMINA VS KARAHA BODAS

Putusan No. 86/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST

Putusan No. 01/BANDING/WASIT.INT/2002

Putusan No. 444 PK/Pdt/2007



PERTAMINA VS KARAHA BODAS

• Pertamina dan Karaha Bodas Corporation (KBC) bersengketa di 

arbitrase internasional di Jenewa – Swiss

• Pertamina diputus untuk membayar sejumlah ganti rugi kepada 

KBC berdasarkan suatu putusan arbitrase

• KBC menggunakan putusan arbitrase tersebut sebagai dasar 

pelaksanaan sejumlah enforcement terhadap asset-asset 

Pertamina: di Hongkong, Singapura, New York, dll.



PERTAMINA VS KARAHA BODAS

• Pertamina mengajukan pembatalan putusan arbitrase Jenewa 

tersebut ke Pengadilan Swiss dan Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat

• Upaya pembatalan ke Pengadi lan Swiss kandas karena 

pembayaran deposit tidak dilakukan

• Upaya pembatalan putusan arbitrase Jenewa dikabulkan oleh 

P e n g a d i l a n  N e g e r i  J a k a r t a  P u s a t  ( P u t u s a n  N o . 

86/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST)



PERTAMINA VS KARAHA BODAS

Isi dari Putusan No. 86 PN Jakarta 
Pusat diambil dari Putusan 

01/BANDING/WASIT.INT/2002



PERTAMINA VS KARAHA BODAS

Isi dari Putusan PN Jakarta Pusat



PERTAMINA VS KARAHA BODAS
Putusan No. 01/BANDING/WASIT.INT/2002

Pembatalan atas P.A. Internasional

Meminta pembatalan



PERTAMINA VS KARAHA BODAS
Putusan No. 01/BANDING/WASIT.INT/2002

PN Jakpus tidak berwenang 
membatalkan P.A. Internasional



PERTAMINA VS KARAHA BODAS
Putusan No. 444 PK/Pdt/2007

Pembatalan P.A. Internasional 
mengikuti hukum tempat P.A. 

tersebut dijatuhkan



Putusan di Kasus Lain:

No. 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2017

Pembatalan P.A. Internasional 
mengikuti hukum tempat P.A. 

tersebut dijatuhkan



Putusan di Kasus Lain:

No. 674 B/Pdt.Sus-Arbt/2014

Pembatalan P.A. Internasional 
mengikuti hukum tempat P.A. 

tersebut dijatuhkan



Putusan di Kasus Lain:

No. 631 K/Pdt.Sus/2012

Pembatalan P.A. Internasional 
mengikuti hukum tempat P.A. 

tersebut dijatuhkan



Kesimpulan:

Dengan demikian ketentuan mengenai prosedur dan syarat 

pembatalan putusan arbitrase pada peraturan arbitrase di 

Indonesia (misalnya: Bab VII UU 30/1999) tidak berlaku bagi 

putusan arbitrase internasional.

Pembatalan putusan arbitrase internasional (misalnya: 

putusan arbitrase SIAC) tidak dapat dilakukan melalui 

Pengadilan di Indonesia.



TERIMA KASIH


